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KEPALA DESA SUMBERAGUNG
KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL

PERATURAN KEPALA DESA SUMBERAGUNG
NOMOR : 1 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG

Menimbang

Mengingat

TUNAI DESA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMBERAGUNG

a. bahwa ketentuan Pasal 14 Ayat (5) huruf a Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 mengamanahkan Dana
Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung
penanganan kemiskinan ekstrim berupa bantuan langsung
tunai Desa paling tinggi 25% (dua puluh lima per-seratus) dari
Dana Desa;

b. bahwa berdasar ketentuan Pasal 17 Ayat (10) Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang
Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan
Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 Dana Desa
daftar keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai
Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau
Keputusan Kepala Desa,;

¢. bahwa berdasar ketentuan Pasal 3 Ayat (5) Peraturan Menteri

Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas
Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 pada tanggal 20
Februari 2024 telah disclenggarakan Musyawarah Desa
Sumberagung dalam rangka Pembahasan dan Penyepakatan
Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai
Desa Tahun 2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Kepala Desa Sumberagung tentang Penctapan
Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa
Tahun 2024.

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
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Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana tclah beberapa kali Diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6896);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pclaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah Diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan
Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6623);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang
Pengelolaan Tranfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
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.Peraturan Presiden  Nomor 59 Tahun 2017 Tentang

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Renciana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 - 2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
10);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 ‘Tentang
Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Nepara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 72);

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 180);

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan
Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

Keputusan Menteri  Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia Dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 Tentang
Penetapan Sumber Dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan
Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang
Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Pengelolan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 53);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomorl037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 Tentang
Stadar Pelayan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 156);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Dacrah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Dacrah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka  Panjang Dacrah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
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Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017

Tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1444);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan
Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 569);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020
Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022
Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 590);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 158);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang
Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 159);

Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah tertinggal, Dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang
Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran
Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 296);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang
Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 300);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Dacrah tertinggal, Dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang
Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019
Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1203);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman
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Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman
Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor1633),

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran,
Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan
Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/atau Jasa
Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara
Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat
Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman umum
Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 317);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor
21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa
Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023
Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023
Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana
Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 963);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022
Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
231/PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan
Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Dan
Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta
Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran Dan
Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 359);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang
Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 1051);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 Tentang
Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran Dan
Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);

Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Panduan
Pengendalian Inflasi Dan Mitigasi Dampak Inflasi Di Daerah
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Pada Tingkat Desa;

55. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Nomor 97 Tahun 2022 Tentang Pedoman
Ketahanan Pangan Di Desa;

56. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Nomor 143 Tahun 2022 Tentang Petunjuk
Teknis Pendampingan Masyarakat Desa;

57. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018
Tentang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);

58. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

50, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018
Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);

60. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018
Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Badan Usaha
Milik Desa Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);

61, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada
Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 6);

62. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2006
Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja
Pemerintahan Desa Di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 15);

63. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2011
Tentang Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kendal
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 4);

64. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016
tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);

65. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2016 Nomor 80 Seri E No. 47);

66. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian
Perangkat Desa Di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 2);

67. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2017
Tentang Pengahapusan Kekerasan Berbasis Gender Dan
Anak Di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2017 Nomor 6);

68. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018
Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20);

69. Peraturan Dacrah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2020
Tentang Percepatan Pengarustamaan Gender (Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 5);

70. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2021
Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada
Pemerintah Desa Di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 2);

71. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 7 Tahun 2021
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Tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Kendal tahun 2021 - 2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2022
Tentang Perlindungan  Pemenuhan Hak Penyandang
Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2022 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2023
Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Derah
Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Dacrah Kabupaten Kendal
Tahun 2023 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2022
Tentang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Di Kabupaten
Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022
Nomor 4);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 Tentang
Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada
Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2013 Nomor 10 Seri E No. 9) sebagaimana
telah Diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 26
Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Kendal Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian

Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam

Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Kabupaten Kendal (Berita Dacrah Kabupaten Kendal Tahun

2013 Nomor 26 Seri E No. 15);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2016 Tentang
Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77
Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Sumber
Pendapatan Desa (Berita Dacrah Kabupaten Kendal Tahun
2016Nomor 6 Seri E No. 6);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 Tentang
Pedoman Pemanfaatan Aset Desa Di Kabupaten Kendal
(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri
E No. 41);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 72 Tahun 2016 Tentang
Standarisasi Beaya dalam Penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Kendal (Berita
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 72 Seri E No.
45);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 Tentang
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Di
Kabupaten Kendal ( Berita Daerah Kabupaten Kendal tahun
2016 Nomor 80 Seri E no 47 );

Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Tata
Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Di
Kabupaten Kendal Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2016 Nomor 82 Seri E No. 49) Scbagaimana telah Dirubah
dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 79 Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 82
Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan
Penyaluran Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Kendal (Berita
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 80);

Peraturan Bupati Kendal Nomor § Tahun 2017 Tentang
Penghasilan Tetap, Tunjangan, Dan Penerimaan Lain yang
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Sah bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten
Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor
5) Sebagaimana telah Dirubah dengan Peraturan Bupati
Kendal No. 30 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan
Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penghasilan
tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala
Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Kendal (Berita
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 30);

Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 37 Tahun 2017
Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa, Rencana Kegiatan Pembangunan Dan
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa Di Kabupaten
Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor
38);

Pclatumn Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2017 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Dacrah Kabupaten Kendal
Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan
Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Kendal (Berita
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 51);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata
Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap
Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 6 ) Sebagaimana telah
Dirubah dengan Perturan Bupati Kendal No 31 tahun 2018
Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 6
Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan
Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun
Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018
Nomor 31);

Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2018
Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal
Nomor 17 tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor S tahun 2015
Tentang Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Kendal (Berita
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 13);

Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 50 Tahun 2018
Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Kendal
(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);

. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 80 Tahun 2019

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal
Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan
Dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa Dan
Perangkat Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 81);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2020 Nomor 38 );

Peraturan Bupati Kendal Nomor 69 Tahun 2020 Tentang
Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi
Dacrah Kepada Desa Di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran
2020 (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor
69);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 96 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82
Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan
Penyaluran Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Kendal (Berita
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 96);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2021 Tentang
Perubahan atas Paraturan Bupati Kendal Nomor 68 Tahun

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan
Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7);

02, Peraturan Bupati No 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016
Tentang tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi
Dana Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Dacrah Kabupaten
Kendal Tahun 2021 Nomor 17);

93. Peraturan Bupati No 26 Tahun 2021 Tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017
Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Dan Penerimaan lain
- lain yang sah bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di
Kabupaten Kendal (Berita Daecrah Kabupaten Kendal Tahun
2021 Nomor 26);

94, Peraturan Bupati No 42 Tahun 2021 Tentang Percepatan
Pencegahan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten Kendal
(Berita Dacrah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 42);

95, Peraturan Bupati Kendal Nomor 95 Tahun 2021 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi serta
Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Dan  Perlindungan Anak
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2021 Nomor 95);

96. Peraturan Bupati Kendal Nomor 1 Tahun 2022 Tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2022 Nomor 1);

97. Peraturan Bupati Kendal Nomor 9 Tahun 2022 Tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun
2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan penyaluran
Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 9);

98. Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2022 Tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun
2021 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban
Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Decsa
Berbasis Dusun Di Kabupaten Kendal (Berita  Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 13);

39. Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2022 Tentang
Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk
Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan Dan
Pengembangan Desa Wisata (Berita Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2022 Nomor 27);

100. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2022 Tentang
Tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintahan
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor
40);

101. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2022 Tentang
Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Di Kabupaten
Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor
75);

102. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata
Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 2);

103. Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2023 Tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 16
Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan
Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah
Kepada Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah
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Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 23);

104. Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2023 Tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2023 Nomor 39);

105. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2023 Tentang
Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik melalui Sistem
Informasi Pengadaan barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 46);

106. Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2023 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 40
Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan
Pemerintah Daerah (Berita Dacrah Kabupaten Kendal Tahun
2023 Nomor 52);

L07. Peraturan Bupati Kendal Nomor 54 Tahun 2023 Tentang
Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi
Daerah kepada Desa Di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran
2023 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor
54);

108. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2023 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah
Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor
S6);

109. Keputusan Bupati Kendal Nomor 900/15/2023 Tentang
Penetapan Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Desa Di Kabupaten
Kendal Tahun Anggaran 2023;

[10. Keputusan Bupati Kendal Nomor 900/372/2023 Tentang
Perubahan atas Keputusan Bupati Kendal Nomor
900/236/2023 Tentang Penetapan Penerima Dan Besaran
Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk
Peningkatan sarana Prasarana Perdesaan Dan Pengembangan
Desa Wisata Di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023;

111. Keputusan Bupati Kendal Nomor 973/389/2023 Tentang
Penetapan  Selisih Lebih Bayar/Kurang Bayar Hasil
Perhitungan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Tahun Anggaran 2021 Bagi Desa Di Kabupaten
Kendal Tahun Anggaran 2023;

112. Peraturan Desa Sumberagung Nomor 6 Tahun 2016 Tentang
Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa
(Lembaran Desa Sumberagung Tahun 2016 Nomor 6);

113. Peraturan Desa Sumberagung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa
Sumberagung Tahun 2019 Nomor 1);

114. Peraturan Desa Sumberagung Nomor 6 Tahun 2020 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020
sd 2026 (Lembaran Desa Sumberagung Tahun 2020 Nomor
6);

115. Peraturan Desa Sumberagung Nomor 5 Tahun 2023 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran
Desa Sumberagung Tahun 2022 Nomor 5);

116.Peraturan Desa Sumberagung Nomor 8 Tahun 2023 Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SUMBERAGUNG
Tahun 2024 (Lembaran Desa Sumberagung Tahun 2023
Nomor 8); dan

117. Peraturan Kepala Desa Sumberagung Nomor 6 Tahun 2023
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Sumberagung Tahun 2024 (Lembaran Desa Sumberagung
Tahun 2023 Nomor 6).
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SUMBERAGUNG NOMOR 1 TAHUN
2024 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2024.

Pasal 1

Bantuan Langsung Tunai Desa adalah kegiatan pemberian
bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana
Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui
Musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam
peratuan perundang-undangan.

Pasal 2

Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024 merupakan bagian
dari program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial
dan penanganan kemiskinan ckstrem yang pengalokasiannya
paling banyak 25% (dua puluh lima per seratus) dari anggaran
Dana Desa yang diterima setiap Desa.

Pasal 3

(1) Alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa scbagaimana
yang dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Sumberagung Tahun Anggaran
2024 sejumlah Rp. 104.400.000 (Seratus empat juta empat
ratus ribu rupiah) melalui bidang Penanggulangan Bencana,
Keadaan Darurat dan Mendesak Desa pada pada jenis belanja
Tak Terduga.

(2) Besaran Bantuan Langsung Tunai Desa yang diterima setiap
keluarga penerima manfaat sebesar Rp. 300.000,00 (tiga
ratus ribu rupiah) per bulan untuk bulan pertama sampai
bulan kedua belas.

(3) Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga
penerima manfaat dilaksanakan secara tunai mulai bulan
Januari atau dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga)
bulan secara sekaligus.

Pasal 4

(1) Dalam rangka penetapan daftar keluarga penerima manfaat
Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024 diselenggarakan
Musyawarah Desa yang bersifat khusus.

(2) Musyawarah Desa yang bersifat khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk membahas dan menyepakati
calon keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai
Desa dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Desa
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13
Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus
Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 serta Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian
Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana
Desa Tahun Anggaran 2024,
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Pasal 5

Keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi :

1) keluarga miskin yang berdomisili di Desa SUMBERAGUNG
yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) dan/atau desil
2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran
percepatan  penghapusan  kemiskinan  ekstrem  yang
ditetapkan Pemerintah.

2) keluarga yang berdomisili di Desa SUMBERAGUNG yang
memenuhi kriteria:

a. kehilangan mata pencaharian;

b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit
menahun/kronis dan/atau difabel;

c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga
harapan;

d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal
lanjut usia; dan/atau

e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

Pasal 6

Dalam hal terdapat keluarga miskin yang berdomisili di Desa
SUMBERAGUNG yang tidak terdaftar dalam desil 1 (satu) sampai
dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan
kemiskinan ckstrem, ditetapkan tambahan keluarga penerima
manfaat bantuan langsun tunai Desa di luar desil 1 (satu) sampai
dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan
kemiskinan ekstrem.

Pasal 7

(1) Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai
Desa Tahun 2024 yang disepakati dalam Musyawarah Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ayat (1) sejumlah 29
(dua puluh sembilan) kepala keluarga, tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Kepala Desa ini.

(2) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia dan/atau tidak
memenuhi  kriteria, dapat dilakukan perubahan daftar
keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai Desa,
ditetapkan dengan perubahan Peraturan Kepala Desa.

(3) Perubahan daftar keluarga penerima manfaat Bantuan
langsung Tunai Desa mengacu pada Nota Kesepakatan
Musyawarah Desa khusus.

Pasal 8

Semua pengeluaran keuangan Desa yang berhubungan dengan
pelaksanaan Peraturan Kepala Desa ini, dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberagung Tahun
Anggaran 2024, dengan Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Kepala Scksi Kesejahteraan & Pelayanan: 141/5/2024, dalam
bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan
Mendesak Desa, pada jenis belanja Tak Terduga.

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar sctinp orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa SUMBERAGUNG

Ditetapkan di : Desa Sumberagung
acda tangeal ;20 Februari 2024
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IBERAGUNG

Diundangksg
Pad: x-);a\ﬂv‘

s

ATULY
BERITA DE SUMBERAGUNG TAHUN 2024 NOMOR 1
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